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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan pembacaan kritis tentang bagaimana korupsi  diwacanakan dalam film-film
independen Indonesia. Asumsi dasar penelitian adalah film independen dengan durasi yang relatif
pendek bisa lebih selektif dalam mengungkap materi (tentang korupsi). Film independen muncul
sebagai bentuk resistensi dari film-film komersial yang memiliki kecenderungan cerita dan tema yang
hampir sama. Resistensi yang terkandung dalam teks ini, penyampaiannya tak lepas dari formasi
diskursif pelibat wacana dan refleksi sosiokultural. Peneliti menggunakan metode analisis wacana
kritis karena asumsi awal peneliti yang menduga adanya ketidakmampuan film komersil dalam
mengangkat tema-tema kuat seperti korupsi, sehingga adanya jalan bagi film independen untuk bisa
mewacanakan korupsi. Berdasar hasil analisis data, didapatkan bahwa film Palak dan Kita vs Korupsi
sebagai perwakilan film independen yang mengangkat tema korupsi melenceng dari tujuan awal
sebagai alat kontrol sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa film independen terkesan kurang
bernyali dalam mengangkat tema korupsi dan hilangnya kekuasaan negara dalam wacana korupsi di
film-film independen.
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PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas korupsi yang diwacanakan dalam film-film independen di

Indonesia. Signifikansi penelitian ini adalah film independen sebagai media sidestream,

merupakan media bagi pembuat film untuk menyampaikan ideologi yang berperan menjadi

kontrol sosial di masyarakat. Peneliti berasumsi, film independen dengan durasinya yang

relatif pendek bisa lebih selektif dalam mengungkap materi (tentang korupsi) yang ingin

disampaikan oleh pembuat film.

Media massa juga memiliki peranan penting di bidang pencegahan korupsi,

…[a]ntara lain diwujudkan dalam bentuk memberi informasi kepada
masyarakat tentang makna korupsi. Pemberian informasi tersebut, bertujuan
memberikan pemahaman terhadap masyarakat mana yang termasuk korupsi
dan bukan korupsi, sehingga dampak jangka panjangnya bisa membuat
masyarakat ikut membangun (prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi)’ (Kalam, 2013).

Hanya saja media massa saat ini sangat sulit melakukan peran tersebut, disebabkan salah satu

faktornya adalah adanya konglomerasi media, di mana media dimiliki oleh segelintir orang

saja dan berpengaruh pada isi atau konten media yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan

media massa menjadi tidak bebas dan berpengaruh pada berkurangnya fungsi kontrol sosial,

terutama dalam hal korupsi di Indonesia.
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Soemoedihardjo (2008) menjelaskan bahwa ‘[k]orupsi secara harfiah berarti

kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata / ucapan yang menghina’ (The Lexion Webster

Dictionary, 1978).

[P]ada 2013 lalu, organisasi dunia, transparency.org merilis ada 10 negara terkorup
di dunia. Dan dari 10 negara itu, Indonesia berada di peringkat ke-5, di bawah
Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, dan Kamerun. Sedangkan di wilayah Asia
Pasifik, Indonesia menjadi negara terkorup dengan menempati posisi pertama.
(Republika, 2014).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi menjadi ancaman serius negara ini.

Lantas, korupsi bisa disebut sebagai sebuah wacana karena korupsi tidak bisa terlepas

dari banyak hal yang saling terkait. Beberapa di antaranya adalah siapa saja aktor-aktor yang

terlibat dalam korupsi dan bagaimana peranan negara dalam memberantas korupsi sebagai

pihak yang memiliki power dan wewenang untuk membuat kebijakan. Menurut, ‘[L]ord

Acton, salah satu guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, menyatakan

Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung

korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)’ (Maon, 2011).

Film adalah salah satu bentuk media massa dalam the big five of mass media selain

surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Film menurut apreasiasi film dibagi menjadi

dua, yaitu mainstream dan sidestream.

[I]stilah film mainstream ditujukan kepada film-film yang diproduksi oleh studio-
studio besar yang bertujuan menghibur masyarakat dengan meraup keuntungan
sebesar-besarnya, biasanya berdurasi panjang (90-100 menit). Film-film
mainstream lebih dianggap barang dagangan (industri) ketimbang dianggap
sebagai sebuah karya seni. Secara umum film mainstream memiliki beberapa
karakteristik, ide yang dipakai biasanya adalah yang populer karena bertujuan
komersial, modal disediakan oleh orang atau instansi tertentu yang berposisi
sebagai produser, menggunakan public figure sebagai pemain untuk menarik minat
penonton, dan ada proses sensor dari lembaga perfilman yang terkait. Sedangkan
film sidestream adalah film independen. Kata independent (bahasa inggris) yang
berarti merdeka, berdiri sendiri, berjiwa bebas, tidak dikuasai/dipengaruhi kekuatan
lain. Kata ‘indie’, dalam film indie, mengartikan semangat kebebasan dan
kemandirian film maker dalam berkarya, yang lebih menekankan film sebagai
media untuk menyampaikan pesan dan mengekspresikan kesinemaan seorang film
maker, bukan ladang ‘komersialisme’ bagi para pemilik modal. (Joseph, 2011)

Sayangnya, tidak banyak film komersial (mainstream) yang membahas mengenai

korupsi sebagai tema utama. Beberapa film komersial yang terdaftar di filmindonesia.or.id

yang membahas korupsi adalah Sang Martil (2012) dan The Raid 2: Berandal (2014).
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Berdasar kedua film, Sang Martir tidak menggunakan korupsi sebagai tema utama.

Sedangkan film-film lain yang bertema korupsi lebih banyak adalah film independen.

Sedangkan untuk film independen, terdapat beberapa yang mengangkat tema korupsi,

yang terdaftar di www.filmindonesia, di antaranya adalah Segelas Kopi Manis (2008),

Sekolah Kami Hidup Kami (2008), Palak (2012), dan Kita vs Korupsi (2012). Lantas, peneliti

memilih film Palak dan Kita vs Korupsi sebagai objek penelitian karena film-film tersebut

adalah yang terbaru dibanding film-film lain.Selain itu, Film Palak juga berhasil menjadi

finalis di beberapa festival tingkat nasional maupun internasional, di antaranya adalah

festival Sinema Perancis 2012, Film Pendek Fiksi Naratif 2013, dan Festival Film Solo 2013.

Untuk film Kita vs Korupsi adalah kompilasi 4 film pendek yang digagas oleh Badan

Independen KPK dan TII, di antaranya adalah Rumah Perkara, Aku Padamu, Selamat Siang,

Risa!, dan Psssttt… Jangan Bilang Siapa-Siapa yang semuanya merupakan cerminan dari

kehidupan nyata tentang budaya korupsi yang terjadi di Indonesia. Film ini cukup berhasil

mendapatkan antusiasme masyarakat secara umum, terbukti telah terselenggaranya

pemutaran melalui jalur non komersil di 12 kota di Indonesia, di antaranya Bandung,

Surabaya, Kediri, Balikpapan, dan Palembang. Sehingga beberapa film independen tersebut

cocok dijadikan sebagai objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis,

menggunakan pandangan Fairclough. ‘[A]nalisis wacana berarti analisis hubungan antara

penggunaan bahasa yang konkret dan struktur sosial dan budaya yang lebih luas (Ibrahim,

2009, hal 244). Sehingga dengan menggunakan analisis wacana kritis, harapannya peneliti

bisa menjelaskan mengenai film independen kaitannya dengan perannya sebagai alat kontrol

sosial dalam mewacanakan korupsi yang terjadi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kategorisasi Aktor Korupsi dalam Film-Film Independen

Aktor korupsi yang coba dihadirkan dalam film Palak dan Kita vs Korupsi cukup

bervariasi, mulai dari tokoh anak-anak hingga dewasa, seorang ibu rumah tangga hingga

pengusaha kaya, mulai dari PNS penjaga gudang beras hingga polisi dan hakim. Aktor

korupsi yang dimaksud oleh peneliti lebih mengarah kepada para pelaku korupsi.
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Korupsi di  Indonesia adalah salah satu masalah serius yang harus terus diupayakan

pemberantasannya. Korupsi juga tidak bisa berdiri sendiri dalam keberadaannya. Korupsi jika

dihubungkan dengan kekuasaan, ibarat dua sisi mata uang. Korupsi selalu mengiringi

perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak

korupsi.

[A]da postulat yang mengatakan korupsi mengikuti watak kekuasaan.
Jika kekuasaan berwatak sentralistis, korupsi pun mengikuti watak tersebut.
Semakin tersentral kekuasaan, semakin hebat pula korupsi di pusat
kekuasaan itu. Jenis ini ditemukan di masa Orde Baru.

Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah,
maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Karena
kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan
yang otonom, korupsi pun mengikutinya berpindah dari satu pusat kekuasaan
kepada banyak pusat kekuasaan. Jenis ini yang dialami sekarang, di zaman
pasca Orde Baru. Bisa dibayangkan jika yang terjadi otonomi yang seluas-
luasnya. Menurut postulat ini, korupsi pun akan mengikutinya : juga terjadi
seluas-luasnya di banyak pusat kekuasaan yang otonom itu.

Desentralisasi justru bisa menimbulkan banyak masalah yang bisa
membahayakan program itu sendiri. Selain mengurangi efisiensi,
desentralisasi ternyata juga menyuburkan korupsi. Sehingga seakan antara
pusat dan daerah berlomba untuk melakukan korupsi. Sedemikian kencang
perlombaan terjadi sehingga sekarang tidak jelas lagi, manakah yang lebih
hebat dan “beprestasi” dalam melakukan korupsi. Otonomi dan
desentralisasi telah menyebabkan korupsi menyebar ke daerah-daerah.
Bahkan, jika di era sebelumnya yang umumnya melakukan korupsi adalah
jajaran eksekutif, sekarang sudah melanda jajaran legislatif. Keduanya adu
cepat melalap uang negara dan mengisap uang rakyat. Korupsi sebagai
virus ganas rupanya mendapatkan medium penyebaran yang efektif melalui
otonomi dan desentralisasi. (Maon, 2011)

Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi sebagai salah satu bentuk kriminalitas

berhubungan erat dengan kekuasaan. Sehingga peranan negara (pemerintah) juga sangat

penting berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan bisa juga menunjukkan proses

korupsi yang terjadi di Indonesia sesuai dengan model pemerintahan yang berlaku saat itu.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki power untuk mengatur segala kewenangan yang

berlaku di negara ini memiliki peranan penting dalam mengatur dan memberantas korupsi.

Jika dikaitkan dengan peranan film independen sebagai salah satu media alternatif,

maka media setidaknya bisa membantu terciptanya good governance dengan perannya

sebagai alat kontrol sosial. Film independen yang lahir pada era reformasi, ‘gerakan film

independen adalah pembangkangan berbagai kelompok sineas muda terhadap sistem, aturan-

aturan, dan konvensi dalam praktik mediasi film masa orde baru’ (Michalik, 2011, hal. 123).
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Sehingga adanya film independen setidaknya bisa mewakili kebutuhan mediasi dari kalangan

sipil yang secara tidak langsung menjadi korban dari korupsi yang terjadi di negara ini.

Peneliti membagi kelompok aktor korupsi ke dalam 3 pilar karena film independen

sebagai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial, selain fungsi informasi dan hiburan.

Dalam mewujudkan peran tersebut, media juga berinteraksi dengan institusi politik lain.

Secara umum, sistem media memberi peta penghubung antara lembaga-lembaga negara,

partai-partai politik, masyarakat sipil, dan warga negara.

[D]i tengah kompleksitas hubungan tersebut, media berperan sebagai
penengah untuk mengawasi, menjembatani, dan menetralisir ketika salah satu
elemen dalam masyarakat (negara, pasar, atau masyarakat) mendominasi elemen
yang lainnya. (Simarmata, 2014, hal. 96)

Artinya, harapannya film independen sebagai salah satu media bisa memastikan

bahwa tidak ada elemen yang termarginalisasi dan menjadi disfungsional. Film independen

sebagai media dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi yang terbungkam atas realitas

ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan.

Posisi Film Independen sebagai Media Sidestream dalam Mewacanakan Korupsi

Film independen sebagai salah satu bentuk media memiliki peranan sebagai window

on event and experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak

melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Selain itu, media juga memegang peranan

sebagai filter atau gatekeeper, yang menyeleksi berbagai hal untuk diberikan perhatian atau

tidak. Di sini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan

mendapat perhatian.  (McQuil, 2000 hal. 66) Terkait dengan peranan-peranan tersebut,

berarti pembuat film independen memiliki hak penuh untuk mengangkat isu apa yang dipilih

untuk difilmkan, termasuk tema dan cerita apa yang akan ditonton oleh khalayak atau para

penonton.

Artinya, seberapa berani pembuat film independen mengangkat isu korupsi dalam

film-film yang mereka buat. Jenis korupsi yang coba diangkat dalam Palak dan Kita vs

Korupsi cukup bervariasi, mulai dari kasus pemalakan yang lebih akrab disebut pemerasan,

mark-up, pemberian uang pelicin dan suap, penyalahgunaan wewenang, pengambilan hak

orang lain, praktek calo, kolusi, hingga nepotisme.

Hanya saja jika dilihat dari para aktor korupsi yang coba dihadirkan dalam film-film

tersebut, kecenderungannya adalah tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh dari masyarakat kecil.
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Maksudnya masyarakat kecil adalah orang yang memiliki peran kecil di masyarakat.

Perwakilan masyarakat dari ranah negara memang dihadirkan, hanya saja perwakilan negara

yang dihadirkan adalah orang-orang yang memiliki status hirarki rendah dalam struktur

sistem pemerintahan Indonesia, seperti kepala desa, kepala sekolah, guru, PNS Disperindag,

dan PNS penjaga gudang beras.

Film independen dengan durasinya yang rata-rata pendek seharusnya bisa menyajikan

representasi dari realitas yang lebih makro. Fenomena korupsi seperti yang kita tahu, seperti

mata rantai yang panjang dan susah diputus. Sayangnya para pembuat film Palak dan Kita vs

Korupsi memilih menyajikan fenomena mata rantai korupsi dari hirarki bawah. Sehingga jika

niatnya adalah malawan korupsi, sama halnya hanya memutus mata rantai dari ujung

bawahnya saja dan membiarkan hirarki atas tetap melakukannya.

Palak dan Kita vs Korupsi adalah film-film independen yang dihasilkan pasca-

reformasi. Sehingga dari segi izin dan kebebasan mengolah ide hingga proses distribusi film

sudah lebih bebas dibanding ketika zaman Orde Baru.

Sayangnya, perjalanan panjang perkembangan film independen di Indonesia ternyata

masih belum bisa mengikat semangat independensi hingga sekarang. Bahkan bisa jadi

independensi malah menjadi semakin rancu, antara mengarah kepada kemandirian atau

sebaliknya. Karena :

…[m]enjelang tahun 2003, menjadi semakin tidak jelas apa tepatnya arti frase “film
independen Indonesia” itu. Untuk sebagian orang, film independen sekadar berarti
film apapun yang produksinya dikerjakan di luar sistem produksi film Orde Baru.
Untuk beberapa orang yang lain, itu juga berarti bahwa film harus diproduksi untuk
maksud-maksud yang jauh dari aroma komersialisme. Tetapi, juga ada yang
berpikir bahwa film independen berarti produksi dengan anggaran kecil (low
budget), inferior dalam soal teknik, film (pendek), dibuat oleh pembuat film yang
kurang keterampilan dengan kamera digital. Bahkan, ada yang mengira istilah itu
mengacu pada produksi film tentangperjuangan kemerdekaan Indonesia pada
1945.(Michalik, 2011, hal. 130-131)

Dana atau modal adalah salah satu yang masih menjadi kendala untuk bisa menghasilkan

film independen yang baik dan bisa sampai kepada penontonnya. Meskipun film sudah

mudah dibuat dengan alat yang serba digital, keberadaan modal masih menjadi penunjang

yang signifikan untuk bisa terciptanya film yang berkualitas.

Seperti yang dialami oleh film Palak dan Kita vs Korupsi, yang menunjukkan

bagaimana pentingnya keberadaan dana. Palak adalah film produksi sebuah UKM (Unit

Kegiatan Mahasiswa) yang diproduseri oleh Prisia Nasution, sedangkan Kita vs Korupsi
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merupakan produksi film independen yang berada di bawah naungan KPK dan TII. Kedua

film tersebut mengalami perbedaan dalam proses distribusinya. Pembuat film Palak lebih

memilih jalur distribusi melalui festival-festival yang memang diadakan sebagai ajang

persaingan film independen. Dari segi pendanaan tentu saja ini jauh lebih murah jika

dibandingkan dengan mengadakan pemutaran secara mandiri. Sejauh ini, Palak berhasil

diputar di beberapa festival, seperti Festival Film Solo, Festival Film Purbalingga, Malang

Film Festival, Festival Sinema Perancis, 21 Short Film Festival, selain itu juga pernah diputar

di beberapa pemutaran lokal di Surabaya.

Sedangkan pembuat film Kita vs Korupsi lebih memilih jalur pendistribusian secara

mandiri. Mandiri di sini tidak perlu menunggu ajang festival film independen untuk bisa

mengadakan pemutaran dan membuat ruang pertemuan antara film dan penontonnya.

Sehingga pendistribusiannya pun hampir menyeluruh di sebagian besar kota-kota di

Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Pekalongan, Cilegon, Banten, Garut, Bogor,

Yogyakarta, Solo, Banten, Surabaya, Bali, Bekasi, Balikpapan, Depok, Malang, Sukabumi,

Medan, Semarang, Tangerang, Kendari, Makassar, dan Wellington (New Zealand). Tempat

pemutaran film Kita vs Korupsi pun bervariasi, mulai dari sekolah, universitas, lembaga

swasta, hingga lembaga pemerintahan. Semakin banyak dan meluasnya tempat pemutaran,

tentu saja berdampak pada awareness masyarakat terhadap film independen tersebut. Hal ini

tentu saja bergantung dari modal atau stakeholder yang menaungi film independen itu

sendiri, sehingga mampu membiayai distribusi film independen sehingga sampai kepada

penonton.

Masalah distribusi ini juga terjadi karena masih banyaknya komunitas film

Independen yang hanya berfokus pada produksi, membuat ketimpangan pada arus film

Independen dalam proses distribusi. Seperti yang dinyatakan Adrian Jonathan Pasaribu

selaku salah satu kurator Festival Film Solo 2014 dalam salah satu sesi kelas yang ia

fasilitasi:

…[b]egitu banyak orang mau jadi pembuat film, begitu banyak komunitas atau
kelompok yang berkonsentrasi pada produksi. Tetapi, pada lokus-lokus distribusi,
sangat sedikit sekali pelakunya. Akibatnya, kata pendek dalam film pendek
memiliki makna tidak hanya dalam durasi, tetapi juga pengaruh kepada khalayak.
Belum terbentuk infrastruktur maupun lingkungan yang optimal untuk
memfasilitasi pertemuan publik dengan film. (Samsara, 2014)
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Selain kendala pendistribusian, masih terdapat kendala lain yang menghambat

kemandirian film independen, yakni mengenai mengenai penggalian dan keberanian dalam

mengeksekusi ide ke dalam film. Sebagai contohnya adalah isu korupsi yang berusaha

diwacanakan dalam film Palak dan Kita vs Korupsi. Peneliti berpendapat, kehadiran aktor

korupsi di antara 3 pilar (negara, pasar, dan masyarakat umum) masih kurang maksimal.

Salah satu contohnya, negara yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan

pemberantasan korupsi hanya dihadirkan melalui tokoh-tokoh negara yang secara hirarki

rendah dan kurang memiliki kewenangan atas kebijakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini

menunjukkan masih adanya kekurangberanian para pembuat film independen untuk

membuka atau memaparkan korupsi yang besar kepada para penonton.

Kemudian jika dikaitkan dengan keberadaan negara dalam wacana korupsi di Film

Palak dan Kita vs Korupsi, tokoh-tokohnya diwakili oleh aktor seperti kepala sekolah SD dan

SMA, PNS Disperindag dan penjaga gudang beras (Bulog), guru, polisi, kepala desa, hakim,

dan pegawai KUA. Ada beberapa ranah negara yang dimunculkan, mulai dari pendidikan,

agama (pernikahan), perdagangan, ranah hukum, dan pejabat negara.

Berkait konteks ranah pendidikan, negara diwakili oleh tokoh kepala sekolah dan

guru. Posisi guru dan kepala sekolah adalah posisi paling bawah jika dikaitkan dengan

interaksinya dengan masyarakat, yakni siswa dan wali siswa. Guru dan kepala sekolah

memiliki kewenangan terendah dari sebuah sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga bisa

disimpulkan bahwa keberadaan negara dalam bidang pendidikan dalam wacana korupsi di

Film Palak dan Kita vs Korupsi menunjukkan tokoh yang sangat lemah. Kepala sekolah dan

guru menjadi pelaksana lapangan untuk kebijakan dari atas (Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan).

Sedangkan di ranah perdagangan, negara dihadirkan melalui PNS Disperindag (Dinas

Perindustrian dan Perdagangan) dan penjaga gudang beras (Bulog). Keberadaan negara

dalam ranah agama dihadirkan melalui tokoh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama).

Keberadaan negara di ranah hukum diwakili dengan keberadaan polisi lalu lintas dan hakim.

Ranah aparat negara yang berhubungan dengan kekuasaan dihadirkan melalui tokoh kepala

desa.

Berdasar keseluruhan film, keberadaan negara dalam wacana korupsi di Film Palak

dan Kita vs Korupsi dihadirkan melalui tokoh yang memiliki hirarki kewenangan rendah.

Rata-rata para tokoh ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dan dekat dengan
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masyarakat sipil. Peneliti menyimpulkan bahwa para pembuat film independen masih kurang

berani dalam mengangkat tema korupsi yang sifatnya lebih makro (state), padahal

pemberitaan mengenai korupsi lebih sering berasal dari oknum yang memiliki kewenangan.

Berikut nama-nama besar yang pernah diseret KPK sejak dibentuk tahun 2002, di antaranya

Calon Kapolri Budi Gunawan, Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo,

Pejabat SKK Migas Rudi Rubiandini, Gubernur Ratu Atut Chosiyah, Jaksa Urip Tri

Gunawan, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dan Mantan Ketua

Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. (rzn/yf, 2015)

Sayangnya KPK yang memiliki hajat membuat Film Kita vs Korupsi malah luput

menghadirkan negara dalam skala yang lebih makro dalam film independen yang

diperuntukkkan untuk masyarakat Indonesia.

Film Independen Memiliki Inisiatif untuk Menghilangkan Kekuasaan Negara

[I]stilah korupsi hadir pertama kali dalam khasanah hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang
Nomor 25/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi. (Semma, 2008, hal. 80-81)

Negara atau pemerintah yang mengatur segala perundangan tentang korupsi seakan

kabur dan hilang di film Palak dan Kita vs Korupsi. Peran serta negara nyaris nihil dalam

upaya pemberantasan korupsi. Aktor korupsi bahkan hanya ditampilkan dari tokoh hirarki

rendah yang dianggap mewakili negara.

Menurut Mochtar Lubis:

…[u]ntuk membasmi korupsi dalam masyarakat seperti kita ini, di mana
korupsi berakar pada kebudayaan lama, dan berasal dari birokrasi-patrimonial
dari masa feodal yang lampau, tetapi yang nilai-bilainya masih bekerja dalam
diri kita, maka hanya dengan melakukan transformasi budaya yang tuntas,
barulah kita mempunya harapan yang baik untuk dapat berhasil memberantas
korupsi di negeri kita. (Semma, 2008, hal. 206)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya korupsi atau korupsi yang

membudaya selama ini tidak dapat terlepas dari peranan negara sebagai penentu birokrasi.

Meski selain negara atau pemerintah, pihak lain seperti pers dan masyarakat juga harus

menjadi pilar utama dalam upaya transformasi budaya tersebut. Hanya saja dalam perkara

menurut Mochtar, ‘[y]ang menjadi kendala utama begitu sulitnya menciptakan iklim

birokrasi yang terbebas dari gejala korupsi, karena tidak adanya upaya yang keras dari

penguasa untuk benar-benar memerangi perkara tersebut’ (Semma, 2008, hal. 206)
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Negara yang diidamkan selama ini adalah sebuah pemerintahan yang mengagungkan

demokrasi, di mana rakyat sepenuhnya menjadi penguasa tertinggi di dalam negara. Dalam

konteks Indonesia, penerapan negara dengan ciri demokrasi, masih jauh dari kenyataan.

Asumsi yang dibangun Mochtar Lubis, karena sistem yang terbangun adalah bentuk-bentuk

pemerintahan yang belum mengalami revisi sejak Orde Lama berkuasa di bawah Soekarno.

Implikasi dari tradisi yang berlarut-larut, selain membuat lambannya perubahan dan

kemajuan, tetapi juga menjadikan korupsi kian merajalela dalam negara.

[J]elas ini adalah suatu omong kosong dan ketololan semata. Karena sistem
totaliter di negeri-negeri yang belum maju pasti akan menjurus pada korupsi total
dan pembudakan rakyat banyak untuk kepentingan kelompok penguasa totaliter.
Dan dalam sistem serupa ini bukannya pembangunan yang terjadi, tetapi
pemborosan dan pencurian serta penindasan segala nilai kemanusiaan. (Semma,
2008, hal. 212).

Hal ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus negara yang merugikan rakyat. Sebagai

contohnya adalah kasus mafia pajak yang sempat marak di Indonesia. Salah satu contoh

kasus mafia pajak adalah Dhana Widyatmika, seorang pegawai Ditjen Pajak terbukti

melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima pemberian uang terkait posisinya sebagai

pegawai Ditjen Pajak, melakukan pemerasan, dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Adapun rinciannya adalah, pertama menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 2,75 miliar

berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT. Mutiara Virgo. Kedua, Dhana dianggap

terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap PT. Kornet Trans Utama dengan

meminta uang sebesar Rp 1 miliar untuk membantu menurunkan kekurangan bayar pajak PT.

Kornet.

Selain itu, Dhana juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas

kepemilikan uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS di rekeningnya. (Maharani, 2013)

Kasus Dhana terkenal dengan sebutan Gayus jilid 2. Hal ini menunjukkan bahwa aparat

negara, dalam kasus ini ditjen pajak yang berwenang atas pajak yang dibayar oleh

masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan masih tidak terlepas dari kasus korupsi.

Sayangnya, Film Palak dan Kita vs Korupsi tidak ada yang membahas secara spesifik kasus-

kasus semacam ini, padahal jelas kasus semacam ini jelas merugikan masyarakat. Hal ini

seolah-olah menunjukkan bahwa masih ada ketakutan di tubuh para pembuat film independen

untuk menghadirkan isu korupsi dengan tema yang lebih me-negara atau besar. Bahkan Kita

vs Korupsi yang dinaungi oleh KPK juga seakan menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga
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resmi yang mengurusi masalah korupsi di Indonesia bahkan enggan membahas korupsi yang

melibatkan negara dan kekuasaanya dalam film yang dibuatnya.

Selain aktor korupsi tidak ditampilkan dalam skala besar di Film Palak dan Kita vs

Korupsi, kekuasaan negara juga tidak dihadirkan dalam upaya negara dalam memberantas

korupsi. Meski selama ini tidak banyak pemberitaan yang menunjukkan keberhasilan

pemerintah dalam mengurus masalah korupsi di Indonesia, setidaknya tetap ada upaya yang

dilakukan terus-menerus oleh negara untuk memberantas korupsi. Sebagai buktinya, seperti

disebutkan pada salah satu rubrik di kompasiana.com, pada masa pemerintahan Presiden

SBY sangat gencar dilakukan upaya pemberantasan korupsi dan boleh dikatakan bahwa

kampanye anti korupsi yang paling agresif dalam sejarah Indonesia.

Ratusan pejabat negara telah diberikan ijin untuk diperiksa mulai dari menteri,

gubernur, bupati serta jajaran legislative, baik itu di pemerintahan pusat maupun

pemerintahan daerah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemberantasan korupsi,

seorang menteri aktif dicekal yang kemudian dijadikan sebagai seorang tersangka korupsi,

begitu juga untuk pertama kalinya juga seorang jenderal aktif ditahan karena diduga terlibat

kasus tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi di era pemerintahan Presiden SBY memang

tidak pernah ada yang ditolerir, siapapun pelakunya, apapun jabatannya dan dari manapun

asal partainya (Junaedi, 2014).

Tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari upaya pemerintah dalam memberantas

korupsi di Indonesia. Tapi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi ini juga nihil

keberadaanya dalam film Palak dan Kita vs Korupsi. Jika upaya negara masih dianggap

kurang, tidak ada salahnya melakukan kritik kepada negara melalui film dengan

menghadirkan kurangnya sistem atau kegagalan yang dilakukan oleh negara. Setidaknya

dengan begitu, menunjukkan kekuasaan negara masih dihadirkan dalam film. Contohnya,

pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal memberantas korupsi. Hal itu,

dibuktikan dengan banyaknya koruptor yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).

Selain itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi

Anggaran, Uchok Sky Khadafi mengatakan, upaya pemberantasan korupsi, harus difokuskan

pada pengembalian aset. Pasalnya yang terjadi selama ini, anggaran untuk pemberantasan

korupsi tidak sebanding dengan pengembalian aset. Khususnya kejaksaan, alokasi anggaran

yang dipergunakan untuk pemberantasan korupsi tidak sebanding dengan pengembalian aset
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yang kembali menjadi kas negara. Ukuran keberhasilan dari anggaran untuk program

pemberantasan korupsi, harus mengacu pada aset yang berhasil dikembalikan pada negara.

Hal ini dilakukan agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi proyek, namun juga

memberikan kontribusi terhadap penggantian kerugian negara. (Sugandi, 2011) Sayangnya,

hal-hal yang bersifat kritikan terhadap kinerja negara terhadap upaya pemberantasan korupsi

juga dianggap peneliti masih sangat minim di Film Palak dan Kita vs Korupsi.

Film Palak dan Kita vs Korupsi seolah menunjukkan posisi negara yang abu-abu.

Keberadaan aktor korupsi di tingkat negara dihadirkan melalui tokoh dengan hirarki rendah,

upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga luput disebut, termasuk kegagalan dan

kekurangan negara dalam upaya mengatasi korupsi di Indonesia juga masih tidak secara

gamblang dipaparkan. Hal ini menurut peneliti menunjukkan bahwa para pembuat film

independen masih tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kasus korupsi besar

sekaligus dalam memberikan kritik kepada negara melalui film-film indepen bertema korupsi

dalam Film Palak dan Kita vs Korupsi. Implikasi dari kekurang beranian ini menurut peneliti

adalah akan tetap langgengnya korupsi yang terjadi di tingkat negara yang terbukti merugikan

masyarakat baik secara langsung maupun tidak, meski banyak masyarakat yang tidak

menyadari hal tersebut.

[K]orupsi terjadi manakala dalam bentuk sikap dan pencitraan yang
diterjemahkan oleh pemimpin, terjadi dalam klaim-klaim pemerintahan. Uang
negara adalah uang rakyat, dengan penggunaan yang secara arif oleh pemimpin
tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, bawahan harus menurut pada atasan
biarpun dalam kesalahan, dan sebagainya. Sebagaimana yang dituturkan oleh
Mochtar Lubis : “Masyarakat Indonesia ditandai oleh organisasi hierarki yang amat
kuat, tunduk pada penguasa, setia dan merasa berutang budi pada sang ‘patron’
atau ‘boss’, cenderung cepat menyetujui sesuatu untuk menghindarkan kontroversi,
dan menyembunyikan perasaan di belakang senyum senantiasa.” (Semma, 2008,
hal. 2014)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembacaan kritis pada film Palak dan Kita vs Korupsi, dan setelah

dipaparkan secara mendalam pada bab sebelumnya, maka sampailah peneliti pada tahap

menyimpulkan bagaimana korupsi diwacanakan dalam film-film independen. Pembacaan ini,

tentunya dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough yang

mengorelasikan antara elemen mikro (teks) dengan elemen makro yaitu interpretasi pelibat

wacana (discourse practice) dan konteks sosiokultural di mana dan ketika apa teks ini

dibentuk. Adapun kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut :



503 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 2

Korupsi dihadirkan melalui beberapa aktor korupsi yang mewakili 3 pilar, yakni

negara, pasar, dan masyarakat sipil. Pembuat film berusaha menghadirkan ketiganya sebagai

upaya untuk menunjukkan bahwa korupsi bisa menimpa siapa saja. Sayangnya, keberadaan

negara seolah absen atas peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aktor

negara yang dihadirkan dalam film adalah orang-orang yang memiliki hirarki dan

kewenangan rendah. Beberapa ranah negara yang dimunculkan adalah pendidikan, agama,

perdagangan, hukum, dan pejabat negara. Dari keseluruhan ranah negara yang disebutkan,

rata-rata aktor korupsi yang dihadirkan adalah orang-orang yang berhubungan langsung dan

dekat dengan masyarakat sipil, sehingga tidak berwenang atas pembuatan kebijakan yang

berlaku di negara ini. Negara atau pemerintah yang mengatur segala perundangan tentang

korupsi seakan kabur dan hilang di film Palak dan Kita vs Korupsi. Padahal, budaya korupsi

yang terjadi selama ini tidak dapat lepas dari peranan negara sebagai penentu birokrasi.

Selain itu, kekuasaan negara juga tidak dihadirkan dalam upaya negara untuk

memberantas korupsi. Meski selama ini tidak banyak pemberitaan yang menunjukkan

keberhasilan pemerintah dalam mengurus masalah korupsi di Indonesia, setidaknya

pemerintah tetap melakukan upaya secara kontinyu untuk memberantas korupsi. Tapi upaya

pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi juga nihil keberadaannya dalam film Palak dan

Kita vs Korupsi.

Jika upaya negara masih dianggap kurang, kritik kepada negara melalui film bisa juga

dihadirkan. Dengan keberadaan kritik kepada negara, menunjukkan kekuasaan negara masih

dihadirkan dalam film. Sayangnya, hal-hal yang bersifat kritikan terhadap kinerja negara

dalam upaya pemberantasan korupsi dianggap peneliti juga masih sangat minim di Film

Palak dan Kita vs Korupsi.

Sehingga, film Palak dan Kita vs Korupsi seolah menunjukkan posisi negara yang

abu-abu. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan aktor korupsi di tingkat negara yang

dihadirkan melalui tokoh dengan hirarki rendah, upaya pemerintah dalam mencegah dan

memberantas korupsi luput disebut, juga kegagalan dan kekurangan negara dalam mengatasi

korupsi di Indonesia melalui kritik juga masih tidak secara gamblang dipaparkan.
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